
BUPATI LANDAK 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI LANDAK 

NOMOR 24 TAHUN 2025 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024 

SALINAN 

Menimbang a. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANDAK, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2025 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak 
Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Landak Tahun Anggaran 2024; 

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-undangan Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No4mor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  

3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3904 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang - Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421 ) ;  

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran 
negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 
5601 )  

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

1 1.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 ten tang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5340) 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 1 Tahun 2023 ten tang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 ten tang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 684 7) 



-----------------------------------------------------i 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6279) 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909) 

22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 
Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 149); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1  Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan 
Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1067); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1780); 

26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 /PMK.07 /2021 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (COVID-19) dan Dampaknya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07 /2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 
2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 691 ) ;  



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Ladak Nomor 57) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 1 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 98); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2 0 1 0  ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Ka bu paten Landak Pada 
Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 62); 

3 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2017  ten tang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Ka bu paten Landak Nomor 4 Tahun 2 0 1 3  ten tang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan 
Terbatas Landak Barajaki (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2 0 1 7  Nomo 3); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 3 Tahun 2 0 1 3  tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan 
Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 1 ,  Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Nomor 74); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 10 Tahun 
Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak 
Daerah Kabupaten Landak nomor 97); 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran 



35. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 107); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 6); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 4). 

38. Peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak (Serita Daerah Kabupaten 
Landak Tahun 2022 Nomor 13) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Landak Nomor 41 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Landak Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian 
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Landak 
(Serita daerah Kabupaten Landak Tahun 2022 nomor 4 1 ) ;  

39. Peraturan Bupati Landak Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2023 Nomor 65); 

40. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pergeseran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 2); 

41. Peraturan Bupati Landak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pergeseran Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 6); 

42. Peraturan Bupati Landak Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pergeseran Ketiga Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 8). 

43. Peraturan Bupati Landak Nomor 2 1  Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Serita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2024 Nomor 2 1 ) .  



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

l .408.063.281.570, 79 

65. 769.535.911,61 
1 .318 .011 .442 .714 , 18  

24.282.302.945,00 
Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024, terdiri atas: 
a. Pendapatan : 

1 .  Pendapatan Asli Daerah 
2. Pendapatan Transfer 
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah 

Jumlah Pendapatan 

b. Belanja: 
1 .  Belanja Operasi : 

a. belanja pegawai 
b. belanja barang dan jasa 
c. belanja hibah 
d. belanja bantuan sosial 

Jumlah Belanja Operasi 

Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 
Rp. 

517.317.337.216,00 
420.327.486.906,37 

54.458.589.602,00 
100.000.000,00 

992.203.413.724,37 

2. Belanja Modal : 
a. belanja tanah Rp. 60.320.000,00 
b. belanja peralatan dan mesin Rp. 18.596.910.781,00 
C. belanja gedung dan bangunan Rp. 1.594.587.490,00 
d. belanja jalan, irigasi dan jaringan Rp. 75.133.693.036,00 
e. belanja aset tetap lainnya Rp. 20.601.600,00 

Jumlah Belanja Modal Rp. 175.580.982.024,00 

3. Belanja Tak Terduga 
a. belanja tak terduga Rp. 2.641.625.231,00 

4. Belanja Transfer 



a. belanja transfer 
Jumlah Belanja 

Rp. 238.392.455.325,00 
Rp. 1.408.818.476.304,37 

Surplus/Defisit 

c. Pembiayaan : 
1 .  Penerimaan Pembiayaan 
2. Pengeluaran Pembiayaan 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

Rp. 

Pasal2 

(755.194.733,58) 

42.704.576.781,81 
2.000.000.000,00 

40.704.576.781,81 

39.949.382.048,23 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih !anjut kedalam 
penjabaran laporan rea!isasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud da!am Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang muengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Landak. 

Ditetapkan di Ngabang 

pada tanggal 22 u! 20$ 

BUPATI LANDAK, 
TTD 

KAROLIN MARGRET NATASA 

Dindangkan di Ngabang 
pada tanggal 22 Ju 2025 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN LANDAK, 

TTD 

HERI ADIWIJAYA 

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2s NOMOR 24 
Salinan sesuai dengan aslinya 
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BUPATI LANDAK. 

TTD 

KAROLIN MARGRET NATASA 
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